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JAKARTA SELATAN, 04 JUNI 2024

KEPALA
CHANNEL PEMBAYARAN TERLAMPIR UPPPD KECAMATAN CILANDAK

  
 MUHAMAD ABRAR SAPUTRABEY
 NIP. 198505272010011019



P E R H A T I A N

1. NOP adalah Nomor Objek Pajak dalam administrasi PBB-P2
2. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan:

a. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk hunian; dan
b. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk selain hunian, dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

3. Tarif PBB ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
4. Tarif PBB untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima

persen).
5. PBB-P2 yang harus dibayar berdasarkan SPPT harus dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo

pembayaran yang tercantum dalam SPPT.
6. Pembayaran dilakukan di tempat pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPPT dan dengan

mekanisme yang telah ditentukan.
7. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran telah terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi

PBB-P2, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dari PBB-P2 terutang yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

8. PBB-P2 yang belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo pembayaran terlampaui dapat ditagih
dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.

9. Jika terdapat hal-hal yang meragukan dalam SPPT ini, Wajib Pajak dapat menghubungi UPPPD
setempat atau melalui Call Center Badan Pendapatan Daerah 1500177.

10. Permohonan pengurangan atau pembebasan diajukan secara elektronik melalui laman
pajakonline.jakarta.go.id.

11. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT
dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

12. Apabila ada perubahan data objek dan/atau subjek pajak, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib
Pajak dapat menghubungi UPPPD setempat untuk dilakukan pemutakhiran data.

SEGALA BENTUK PELAYANAN PAJAK DAERAH TIDAK DIPUNGUT BIAYA





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Data Tunggakan PBB-P2 Per Tanggal 05 Juni 2024

Dengan Status Validitas Data Subjek Pajak (NIK) Yang Tidak Valid

NOP Tahun SPPT Nilai PBB-P2 Status Pembayaran
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